
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.593, 2021 LKPP.  Penyedia. Pedoman Pelaksanaan  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pencabutan.  

 

PERATURAN 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

   NOMOR 12 TAHUN 2021     4 TAHUN 2017 TA 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI 

PENYEDIA 

   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) 

huruf e dan huruf g sampai dengan o Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian 

atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Penyedia; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
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Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 314); 

  2. Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran   Negara   

Republik   Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2021 Nomor 63); 

  3. Peraturan  Presiden  Nomor  17  Tahun  2019  tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 60); 

  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 77); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

MELALUI PENYEDIA. 
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Pasal 1 

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi Pelaku 

Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk 

melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

melalui Penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

 

Pasal 2 

(1) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah melalui Penyedia meliputi: 

a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. persiapan Pemilihan Penyedia; 

c. pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui 

Tender/Seleksi; 

d. persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia 

melalui E-purchasing, Penunjukan Langsung, 

Pengadaan Langsung dan Tender Cepat; 

e. konsolidasi; 

f. pelaksanaan Kontrak;  

g. serah terima; dan 

h. penilaian Kinerja Penyedia.   

(2) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.  

 

Pasal 3 

(1) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 tertuang dalam: 

a. Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi 

Nonkonstruksi melalui Penyedia; 
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b. Lampiran II berupa Pelaksanaan Pengadaan Jasa 

Konstruksi melalui Penyedia; dan 

c. Lampiran III berupa Pelaksanaan Pengadaan 

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan 

Bangun melalui Penyedia. 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Lembaga ini. 

 

Pasal 4 

(1) Model dokumen pada Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam: 

a. Lampiran IV berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan 

Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi 

Nonkonstruksi melalui Penyedia; 

b. Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan 

Jasa Konstruksi melalui Penyedia; dan 

c. Lampiran VI berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan 

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan 

Bangun melalui Penyedia. 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Lembaga ini. 

 

Pasal 5 

PA/KPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan 

hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan 

dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata 

cara/tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan 

pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan/atau 

pelaksanaan pekerjaan untuk barang/jasa.  

 

Pasal 6 

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui 

Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. 
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(2) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem 

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem 

pendukung; dan 

b. panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

Keputusan Deputi.   

 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, ketentuan 

penggunaan Aplikasi SPSE yang dirilis sebelum Peraturan 

Lembaga ini diundangkan menyesuaikan dengan Peraturan 

Lembaga ini.  

 

Pasal 8 

Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

tidak dapat dilakukan, maka penggunaan Aplikasi SPSE 

mengikuti alur Aplikasi SPSE yang sedang digunakan.     

 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:  

a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaan 

Pemilihan Penyedia dilakukan sebelum tanggal 

diundangkannya Peraturan Lembaga ini, dapat tetap 

dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa melalui Penyedia; dan 

b. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia,  

tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. 
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